
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 19 TAHUN 2017 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  

NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang  :  a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah 
ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2017; 

b. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap
Perangkat Daerah dapat memenuhi target kinerja yang telah
ditetapkan, perlu melakukan pergeseran anggaran antar Rincian
Objek Belanja dan antar Objek Belanja sebagaimana diatur dalam
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 8 Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar
Rincian Objek Belanja dan antar Objek Belanja dilakukan dengan
cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 105 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
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Mengingat     :   1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur /Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4028);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4712); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4585); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor  
4614); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 
Tambahan Lembaran Negara Nomor  5161);  

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
123  Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5219); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5272); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6041); 

 
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Tahun 2014 Nomor 199); 
 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 
2011 Nomor 310); 

 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  16 Tahun 2007 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  36 Tahun 2011 
(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525); 

 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541); 

 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standart Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425); 

 
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 
Nomor 2036); 

 
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 874) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 109 Tahun 2016 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 
125); 
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31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 
10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 (Lembaran 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 
Nomor 4/C); 

 
32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2007    Nomor 4); 

 
33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 6); 

 
34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4); 

 
35.  Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 Retribusi 

Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 5 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4); 

 
36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010 Pelayanan 

Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma 
Husada (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 9 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7); 

 
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 8); 

 
38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 9); 

 
39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10); 
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40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2010 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 2); 

 
41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 1); 

 
42. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 
Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 

 
43. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada PT. Bank 
Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama Melalui Pengalihan Saham 
dari PT. Surya Karsa Utama Kepada Pemerintah Kota Surabaya 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 3 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2); 
 

44. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 
3); 
 

45. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi  Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 4); 
 

46. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 5); 
 

47. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 6); 
 

48. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 7); 

 
49. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 8); 
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50. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 10 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 9); 
 

51. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013  (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 7); 
 

52. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 12); 

 
53. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2012 tentang 

Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 
Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 
17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 15); 

 
54. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor  2 Tahun 2015 tentang 

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 2 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2); 

 
55. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10); 

 
56. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017  
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 13); 

 
57. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 105 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016     
Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Nomor 8 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 
Nomor 7). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 105 TAHUN 2016 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 
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Pasal  I 
 

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 105 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 109) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 
2017 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 7), diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
1. Jumlah anggaran yang dilakukan pergeseran anggaran adalah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.  
 

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran II yang mengatur mengenai 
anggaran pada organisasi sebagai berikut: 

 

1. Dinas Pendidikan; 
 
2. Dinas Kesehatan; 
 
3. RSUD dr. Mohamad Soewandhie; 
 
4. RSUD Bhakti Dharma Husada; 
 
5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 
 
6. Dinas Pemadam Kebakaran; 
 
7. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 
 
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta 

Karya dan Tata Ruang; 
 
9. Badan Perencanaan Pembangunan; 
 
10. Dinas Perhubungan; 
 
11. Dinas Lingkungan Hidup; 
 
12. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau; 
 
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

 
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak; 
 

15. Dinas Sosial; 
 

16. Dinas Tenaga Kerja; 
 

17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 
 

18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 
 

19. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; 
 

20. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 
 

21. Satuan Polisi Pamong Praja; 
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22. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat; 
 

23. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 
 

24. Bagian Hukum; 
 

25. Bagian Administrasi Kerjasama; 
 

26. Bagian Administrasi Pembangunan; 
 

27. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; 
 

28. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; 
 

29. Bagian Umum dan Protokol; 
 

30. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset; 
 

31. Sekretariat DPRD; 
 

32. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah; 
 

33. Inspektorat; 
 

34. Kecamatan Genteng; 
 

35. Kecamatan Simokerto; 
 

36. Kecamatan Tegalsari; 
 

37. Kecamatan Bubutan; 
 

38. Kecamatan Kenjeran; 
 

39. Kecamatan Pabean Cantian; 
 

40. Kecamatan Semampir; 
 

41. Kecamatan Krembangan; 
 

42. Kecamatan Tambaksari; 
 

43. Kecamatan Gubeng; 
 

44. Kecamatan Rungkut; 
 

45. Kecamatan Gunung Anyar; 
 

46. Kecamatan Tenggilis Mejoyo; 
 

47. Kecamatan Sukolilo; 
 

48. Kecamatan Mulyorejo; 
 

49. Kecamatan Wonokromo; 
 

50. Kecamatan Karangpilang; 
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51. Kecamatan Dukuh Pakis;

52. Kecamatan Gayungan; 

53. Kecamatan Jambangan; 

54. Kecamatan Sawahan; 

55. Kecamatan Wiyung; 

56. Kecamatan Tandes; 

57. Kecamatan Asemrowo; 

58. Kecamatan Benowo;

59. Kecamatan Sambikerep; 

60. Kecamatan Pakal; 

61. Badan Kepegawaian dan Diklat;

62. Dinas Komunikasi dan Informatika;

63. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

64. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

65. Dinas Perdagangan; 

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

Pasal II 

(1) Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 

         Ditetapkan di Surabaya  
         pada tanggal 12 Mei 2017           

WALIKOTA SURABAYA, 

ttd. 

TRI RISMAHARINI 
Diundangkan di ………. 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 12 Mei 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd. 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 19 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd.0 

Ira Tursilowati, S.H., M.H. 
Pembina Tingkat I. 

NIP. 19691017 199303 2 006 


